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[ SALINAN

GUBERNUR PAPUA BARAT

KEPUTUSAN GUBERNUR PAPUA BARAT
NOMOR 900.1.3/31/2/2023

TENTANG

PENUNJUKAN/PENGANGKATAN PEJABAT PENGELOLA ANGGARAN
PENDAPATAN DAN BELANJA DAERAH TAHUN ANGGARAN 2023
DI LINGKUNGAN PERANGKAT DAERAH PROVINSI PAPUA BARAT

Menimbang -
b:
Mengingat T
2

GUBERNUR PAPUA BARAT,

bahwa untuk tertib administrasi dan kelancaran
pelaksanaan program kegiatan yang di danai dari dan/atau
bersumber dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah
(APBD) Provinsi Papua Barat Tahun Anggaran 2023, perlu
menunjuk/mengangkat Pejabat Pengelola Anggaran
Perangkat Daerah (PD) di Lingkungan Pemerintah Provinsi
Papua Barat;

bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud
dalam huruf a, perlu menetapkan Keputusan Gubernur
Papua Barat tentang Penunjukan/Pengangkatan Pejabat
Pengelola Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun
Anggaran 2023 di Lingkungan Perangkat Daerah Provinsi
Papua Barat;

Undang-Undang Nomor 45 Tahun 1999  tentang
Pembentukan Propinsi Irian Jaya Tengah, Propinsi Irian Jaya
Barat, Kabupaten Paniai, Kabupaten Mimika, Kabupaten
Puncak Jaya dan Kota Sorong (Lembaran Negara Republik
Indonesia Tahun 1999 Nomor 173, Tambahan Lembaran
Negara Republik Indonesia Nomor 3894) sebagaimana telah
diubah dengan Undang-Undang Nomor S5 Tahun 2000
tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 45 Tahun
1999 tentang Pembentukan Propinsi Irian Jaya Tengah,
Propinsi Irian Jaya Barat, Kabupaten Paniai, Kabupaten
Mimika, Kabupaten Puncak Jaya dan Kota Sorong (Lembaran
Negara Republik Indonesia Tahun 2000 Nomor 72,
Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor
3960);

Undang-Undang Nomor 21 Tahun 2001 tentang Otonomi
Khusus Bagi Provinsi Papua (Lembaran Negara Republik




6.

Indonesia Tahun 2001 Nomor 135, Tambahan Lembaran
Negara Republik Nomor 4151), sebagaimana telah diubah
beberapa kali, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 2
Tahun 2021 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang
Nomor 21 Tahun 2001 tentang Otonomi Khusus Bagi
Provinsi Papua (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun
2021 Nomor 155, Tambahan Lembaran Negara Republik
Indonesia Nomor 6697);

Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangarn
Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003
Nomor 47, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia
Nomor 4286);

Undang-Undang  Nomor 1 Tahun 2004 tentang
Perbendaharaan Negara (Lembaran Negara Republik
Indonesia Tahun 2004 Nomor 5, Tambahan Lembaran
Negara Republik Indonesia Nomor 4355);

Undang-Undang  Nomor 15 Tahun 2004 tentang
Pemeriksaan, Pengelolaan dan Tanggungjawab Keuangan
Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004
Nomor 66, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia
Nomor 44);

Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2014 tentang Aparatur Sipil
Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014
Nomor 6, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia
Nomor 5494);

Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang
Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia
Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara
Republik Indonesia Nomor §5587), sebagaimana telah
beberapa kali diubah, terakhir dengan Undang-Undang
Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua Atas
Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang
Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia
Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara
Republik Indonesia Nomor 5679);

Undang-Udang Nomor 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja
(Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor
245, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor
6573);

Peraturan Pemerintah Nomor 71 Tahun 2010 tentang
Standar Akuntansi Pemerintahan (Lembaran Negara
Republik Indonesia Tahun 2010 Nomor 123, Tambahan
Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5165);

.Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 tentang

Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik
Indonesia Tahun 2019 Nomor 42, Tambahan Lembaran

Negara Republik Indonesia Nomor 6322);




Menetapkan

KESATU

KEDUA

11. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 77 Tahun 2020
tentang Pedoman Teknis Pengelolaan Keuangan Daerah
(Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 1781};

12. Peraturan Daerah Provinsi Papua Barat Nomor 7 Tahun 2016
tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah
(Lembaran Daerah Provinsi Papua Barat Tahun 2016 Nomor
7, Tambahan Lembaran Daerah Provinsi Papua Barat Nomor
91);

13. Peraturan Daerah Provinsi Papua Barat Nomor 15 Tahun
2022 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran
Daerah Provinsi Papua Barat Tahun 2022 Nomor 15,
Tambahan Lembaran Daerah Provinsi Papua Barat Nomor
123);

14. Peraturan Daerah Provinsi Papua Barat Nomor 6 Tahun 2023
tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun
Anggaran 2023 (Lembaran Daerah Provinsi Papua Barat
Tahun 2023 Nomor 28);

15. Peraturan Gubernur Papua Barat Nomor 8 Tahun 2023
tentang Penjabaran Anggaran Pendapatan dan Belanja
Daerah Tahun Anggaran 2023 (Berita Daerah Provinsi Papua
Barat Tahun 2023 Nomor 8);

MEMUTUSKAN:

: Menunjuk/Mengangkat Pejabat Pengelola Anggaran Pendapatan

dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2023 di Lingkungan
Perangkat Daerah Provinsi Papua Barat sebagaimana tercantum
dalam Lampiran dan merupakan bagian yang tidak terpisahkan
dari Keputusan ini.

: Pimpinan Perangkat Daerah (PD) selaku Pejabat Pengguna

Anggaran/Pengguna Barang pada Diktum KESATU karena
kedudukannya, merangkap tugas sebagai Kuasa Pengguna
Anggaran/Kuasa Pengguna Barang, dengan rincian tugas
sebagai berikut :
a. menyusun Rencana Kerja Anggaran (RKA)-SKPD;
b. menyusun Dokumen Pelaksanaan Anggaran (DPA)-SKPD;
c. melakukan tindakan yang mengakibatkan pengeluaran atas
beban anggaran belanja;
melaksanakan anggaran SKPD yang dipimpinnya;
e. melaksanakan pengujian atas tagihan dan memerintahkan
pembayaran,;
f. melaksanakan pemungutan penerimaan bukan pajak;
g. mengadakan ikatan/perjanjian kerjasama dengan pihak
lain dalam batas anggaran yang telah ditetapkan;
h. menandatangani SPM;
mengelola utang dan piutang yang menjadi tanggung jawab
SKPD yang dipimpinnya;




j. mengelola barang milik daerah/kekayaan daerah yang
menjadi tanggungjawab SKPD yang dipimpinnya;
, k. menyusun dan menyampaikan laporan keuangan SKPD
yang dipimpinnya;
mengawasi pelaksanaan anggaran SKPD yang dipimpinnya;
m. melaksanakan tugas-tugas pengguna anggaran/pengguna
barang lainnya berdasarkan kuasa yang dilimpahkan oleh
kepala daerah; dan
n. bertanggungjawab atas pelaksanaan tugasnya Kkepada
Kepala Daerah melalui Sekretaris Daerah.

—

KETIGA : Tugas Bendahara sebagaimana tercantum dalam kolom 4, kolom
5, kolom 6, kolom 7 dan kolom 8 Lampiran Keputusan Gubernur
ini adalah sebagai berikut :

1. Bendahara Penerima, mempunyai tugas :
a. menyusun rencana kerja yang akan dilaksanakan;
b. mencermati Dokumen Pelaksanaan Anggaran (DPA)-SKPD;
dan
c. menatausahakan Anggaran SKPD secara tertib meliputi
tugas-tugas menerima, menyimpan, menyetorkan dan
mempertangungjawabkan uang dalam pelaksanaan APBD;

2. Bendahara Pengeluaran, mempunyai tugas :

a. mencermati DPA-SKPD yang bersangkutan;

b. menyusun dan mengusulkan SPP-UP/GU/GU Nihil dan
LS;

c. meneliti kelengkapan Dokumen pendukung;

d. menguji kebenaran perhitungan tagihan yang tercantum
dalam kwitansi dan dokumen pendukung yang didahului
dengan proses menerima, menyimpan, membayarkan,
menatausahakan dan mempertangungjawabkan uang
untuk keperluan belanja SKPD dalam rangka pelaksanaan

APBD;
e. menguji ketersediaan dana dalam DPA-SKPD yang
bersangkutan;

f. menyiapkan uang persediaan;

g. wajib menolak perintah bayar dari Pejabat Pelaksana
Teknis Kegiatan (PPTK) apabila persyaratan tersebut di
atas tidak terpenuhi karena bendahara bertanggungjawab
secara pribadi atas pembayaran yang dilaksanakannya;

h. membayar tunai Uang Persediaan; dan

i. membukukan SPM Uang Persediaan dan SPM-LS secara
langsung.

3. Bendahara Pembantu, mempunyai tugas Membantu
bendahara penerimaan dan/atau bendahara pengeluaran.

4. Bendahara Gaji, mempunyai tugas mengurus gaji pegawai.

KEEMPAT : Bendahara Pengeluaran terdiri atas Bendahara Pengeluaran
pada Sekretaris Daerah, Bendahara Pengeluaran pada Perangkat
Daerah dan Bendahara Pengeluaran Gubernur dan Wakil
Gubernur yang bertanggung jawab kepada Sekretaris Daerah.
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KESEPULUH :

: Pejabat Pengguna Anggaran/Kuasa Pengguna Anggaran dalam

melaksanakan kegiatan/sub kegiatan menetapkan pejabat pac
SKPD/Unit SKPD selaku PPTK yang merupakan Pegawai ASN
yang menduduki jabatan struktural sesuai tugas dan fungsinya.

: Pegawai ASN pada Diktum KEEMPAT merupakan pejabat satu

tingkat di bawah kepala SKPD selaku Pengguna Anggaran
dan/atau memiliki kemampuan manajerial dan berintegritas.

: Dalam hal Pengguna Anggaran melimpahkan tugas kepada KPA,

PPTK merupakan Pegawai ASN yang menduduki jabatan
struktural satu tingkat di bawah KPA dan/atau memiliki
kemampuan manajerial dan berintegritas.

: Penetapan PPTK berdasarkan pertimbangan kompetensi jabatan,

besaran anggaran kegiatan/sub kegiatan, beban kerja, lokasi,
rentang kendali, dan /atau pertimbangan objektif lainnya yang
kriterianya ditetapkan kepala daerah.

:Tugas PPTK dalam membantu tugas dan wewenang PA/KPA

meliputi:

a. mengendalikan dan melaporkan perkembangan pelaksanaan
teknis kegiatan/sub kegiatan SKPD/Unit SKPD;

b. menyiapkan dokumen dalam rangka pelaksanaan anggaran
atas beban pengeluaran pelaksanaan kegiatan/sub kegiatan;
aan

c. menyiapkan dokumen pengadaan barang/jasa pada
kegiatan/sub kegiatan SKPD/unit SKPD sesuai ketentuan
peraturan perundang-undangan yang mengatur mengenai
pengadaan barang/jasa.

Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan dan

dinyatakan tidak berlaku setelah diangkat dan ditetapkan

Pejabat Pengelola APBD pada SKPD Tahun Anggaran 2024,

dengan ketentuan apabila di kemudian hari terdapat kekeliruan

dalam penetapannya akan dilakukan perbaikan sebagaimana
mestinya.

Ditetapkan di Manokwari
pada tanggal 3 Februari 2023

Pj. GUBERNUR PAPUA BARAT,

CAP/TTD
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